
KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 6 /DPRD.LPG/13,Ol/2016
 

TENTANG 

PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2016
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

, Menimbang a.	 bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas 
dan wewenang Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung dibidang Iegislasi, anggaran dan pengawasan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kernasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan 
Target dan Rencana Kerja Tahun 2016; 

b.	 bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas 
dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasil guna, 
perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan 
PerwakiIan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa 
Persidangan Tahun 2016 dan menetapkannya dengan 
Keputusan Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 
95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688; 

2, Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3"	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 'Fentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; 

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tab-un 20Q4 Nom0i' 9Q., 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416 Sebagaimana Telah Beberapa KaIi Diubah Terakhir 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

7.	 P~ra:turll1l. Pemertnta:h: Nomo1'" 16 TaJrun 20'10" Tent8:tig 
Pedornan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5-104; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036). 

Memperhatikan ; 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tangga112 April 2016; 

2.	 Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung tanggal 19 April 2016. 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan 

KESATU 

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN 
RENCANA KERJA DEWAN P'ERWAKftMf RAKYA'r DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2016. 

: Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2016 sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. 
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2016, 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Bandar Lampung 
pada tanggal 19 April 2016 

DEWAN PBRW.AKII.A-N RAKYAT DAERAH 
PROVIRSI LAMPUl'fG 

Ketua, 

~ 
Hi. DEDI AFRIZAL, S. Kep. 

Tembusan: 

1. Menteri Dalam Negeri R.! di Jakarta; 
2. Gubemur Lampun!l di Bandar Lampung, 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROYINSI LAMPUNG 
NOMOR b /DPRD.LPG/13.01/2016 
TANGGAL : 19 April 2016 

PENETAPAN TARGET DAN RENeANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TABUN 2016
 

A). TUJUAN DAN TARGET
 

1.1	 Tujuan : Tereiptanya Peraturan Daerah (perda-perda) yang produktif dan aplikatif 
untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung; 

1.2 Target	 : Tereiptanya Peraturan Daerah baru atau revisi perda minimal 18 (delapan 
belas) Peraturan Daerah /tahun. 

II. Bidang Anggaran 

a.	 Tujuan : Tereiptanya seeara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk 
kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung. 

b.	 Target 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal J% (tiga 
persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2.	 Tereiptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja 
Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur); 

3.	 Belanja Langsung dalarn APBD Perubahan TA. 2016 dan APBD 
Murni TA. 2017 mencapai proporsi 52 % (Belanja Publik) dari total 
Belanja; 

4.	 Komposisi Belanja Modal hams lebih dari Belanja Barang dan 
Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung 
(Belanja Modal> Belania Barang dan Jasa > Belanja Pegawai ); 

S.	 Belanja Modal pads Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD 
2016 dan APBD Mumi 2017 bingga tereapai 20,52 % dari total 
Belanja Langsung; 

6.	 Terciptanya APBD yang berkesinarnbungan; anggaran infrastruktur 
fisik pada 6 (enam) program unggulan; minimal 38% dari total 
belanja yang meliputi : 
a.	 Bina Marga (Jalan dan Jembatan); 

b.	 Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu); 

e.	 Pendidikaa (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer); 

d.	 Pemukiman (Rurnah Sehat, Air Bersih, Penyehatan lingkungan 
dan jalan lingkungan); 

e.	 Pertanian (Swasembada Pangan); dan 

f.	 Kehutanan (Pelestarian Rutan dan Lingkungan). 
7.	 Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan 

Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10"10 dari total Belanja 
Langsung (sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan); 

8.	 APBD Perubahan dan APBD Mumi selalu selesai tepat waktu dan 
lebih cepat; (APBD Perubaban selarnbat-Iarnbatnya bulan September 
taboo berjalan). 
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m.	 fficfang Pengawasan 

a.	 Tujuan : L Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah 
daerah terutama dalam hal yang strategis untuk Mendorong 
efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung; 

2.	 Mendorong Pemerintah Provinsi Larnpung untuk melaksanakan APBD 
dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga 
kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan pada Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dapat mempertahankan 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

b.	 Target: 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI 
terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2015; dapat mempertahankan predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 

2.	 Terlaksananya evaluasifpembahasan APBO secara berkala oleh Komisi 
dan Badan Anggaran I (satu) kaliftriwulan atau 4 (empat) kali/tahun; 

3.	 Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(UPJ) Kepala Daerah. setiap tahun. oleh,Panitia, Kerja (panja) DPRD 
Provinsi Lampung; 

4.	 Terlaksananya evaluasi hasil auditILaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
BPK-RI oleh Panitia Kerja (panja) DPRD Provinsi Lampung; 

5.	 Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur minimal 
I (satujperda/komisi/S: (riga) bulan; 

6.	 Lahirnya panja / pokja khusus tentang pengaduan minimal 2 (dua) 
panja/pokja/tahun; 

7.	 Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasionall Daerah; 

8. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi Lampung; 

9. Pengaduanlkeluhan masyarakat terlayani dengan baik. 

B). RINCIAN KEGIATAN 

BIDANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 

l.l	 Menyusun Program Penyusunan Peraturan Daerah (propemperda) dan penyelesaian 
Raperda Provinsi Lampung seba.nyak 18 (Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung 
sebanyak 12, Usul Pemerintah Provinsi Larnpung sebanyak 6); dan penyelesaian 
Raperda - raperda Luncuran sebanyak 21 (dua puluh satu) Raperda; 

1.2	 Pembentukan Panitia Kerja dalam rangka menangani masalab aktual dan mendesak; 

1.3	 Pembentukan Panitia Kerja dan I atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda 
yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Larnpung dan Usul lnisiatif DPRD 
Provinsi Lampung; 

1.4	 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD; 

A. RaperdaUsul InisiatifPemerintahProvinsi Lampung: 

a, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I : 

Penyampaian/Penjelasan Gubemur dalam rapat panpurna mengenai 
Rancangan Perda; 

- Pemandangan umum fraksi - fraksi; 

• Jawaban Gubemur atas pemandangan umum fraksi - fraksi; 
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- Pembahasan Komisi - komisiIPanja dengan Tim Pemerintah Provinsi 
Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD; 

- Laporan Komisi-komisi/Panja kepada Ketua Fraksi - fraksi. 

b.	 Rapat Paripuma Pembiearaan Tingkat II : 
1. Pengambilan keputusan dalamRapat Paripuma yang didahului dengan : 

- Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi I Pimpinan gabungan Komisil 
Pimpinan Panita khusus I Pimpinan Panitia Kerj a yang berisi proses 
pembahasan, penclapat fraksi dan hasil pembiearaan; 

-	 Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat 
Paripuma; dan pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD. 

2.	 Sambutan Gubernur Lampung. 

B.	 Rapercla Usul InisiatifDPRD Provinsi Lampung : 

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I : 
- Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan komisi, dan Pimpinan 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Pimpinan Panitia Khusus I 
Pimpinan Panitia Kerja dalam rapat paripuma mengenai Raneangan Peraturan 
Daerah; 

-	 PClRdapat GuOOfRUf terhadap·Raacangan Perda; 

-	 Tanggapan dan I atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubemur; 

- Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia khusus I 
Panitia Kerja yang dilakukan bersarna dengan Gubernur atau Pejabat yang 
ditunjuk untuk mewakilinya. 

b. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat Il : 

I.	 Pengambilan Keputusan dalam Rapet Paripurna yang didahului dengan : 

- Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi / Pimpinan Gabungan Komisil 
Pimpinan Panitia Khusus / Pimpinan Panitia Kerja yang berisi proses 
pembahasan, pendapat Fraksi dan basil pembicaraan; 

- Permintaan persetujuan dari Anggota seeara lisan oleh Pimpinan Rapat 
Paripuma; dan pembaeaan konsep Surat Keputusan DPRD. 

2.	 Sambutan Gubernur Lampung. 

rr. BIDANG ANGGAlUN 

2.1	 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Provinsi Lampung TA. 2015 

2".1'.1	 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I 

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 
Provinsi Lampung TA. 2015;
 

Pemandangan Umurn fraksi - fraksi;
 

Jawaban Gubernur atas pemandangan urnurn fraksi - fraksi;
 

Pembahasan Panja dengan mitra kerja;
 

Laporan Panja kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

2.1.2	 Rapat Paripurna Pembiearaan Tingkat II
 
Laporan Panja;
 

Pembaeaan konsep Surat Keputusan DPRD;
 

Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Akhir
 
masa jabatan);
 

Sambutan Gubernur Lampung.
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1.1	 Pembahasao Laporao Pertaogguogjawabao Keuaogan Pelaksaoaao APBD 
Tabun Anggaran 201S. 

2.2.1.	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tiogkat I 

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan
 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
 

Pemandangan umum Fraksi - fraksi;
 

Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umwn Fraksi - fraksi;
 

Pembahasan Komisi - komisi dengan mitra kerja;
 

LaporanKetuaKomisi- komisi kepadaBadanAnggaran;
 
Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi
 
Lampung;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi - fraksi.
 

2.2.2.	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II 

Laporan Badan Anggaran; 

Pendapat Fraksi - fraksi; 

Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD; 

Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan 

APBD TA. 2015; 

Sambutan Gubernur Lampung. 

2.3	 Penyampaiao Laporan Realisasi Semester I (pertama) pelaksaoaao APBD 
TahaB ABggaraB 2016. 

2.3.1	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat I. 
Penyampaian Laporan Realisasi Semester I ( Pertarna ) pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2016;
 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Proviasi Lampung
 
TA. 2016;
 

Pemandangan Umwn Fraksi - fraksi; 

Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi - fraksi; 

Pembahasan Komisi - komisi dengan mitra kerja;
 

Laporan Ketua Komisi - komisi kepada Badan Anggaran;
 
Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggamn Pemerintah Provinsi
 
Lampung;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

2.3.2	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II.
 

Laporan Badan Anggaran;
 

Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD; 

Penetapan Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun
 
Anggaran 2016;
 

Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.4	 Pembahasaa Perubahao Perda APBD TA. 2016. 

2.4-.1	 KUA dan- PPASPerobahan APBD2016 

a. RapatParipuma Pem.bicaraan Tingkat I 

PenyampaianKUA danPPAS Perubahan RAPBD TA. 2016; 
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Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah
 
(TAPD); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

b.	 Rapat ParipumaPembicaraan TingkatII 

Laporan Badan Anggaran;
 

Penandatangansn Memorandum ofUnderstanding ( MoU);
 
Pembacaan konsep Sural Keputusan DPRD;
 

Sambutan Gubernur Lampung.
 

14.1 Raperda APBD Perubahan TA 1016. 

a.	 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 

Penyampaian Raperda APBD Perubahan TA. 2016;
 

Pemandangan Umum Fraksi - fraksi;
 

Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi - fraksi;
 

Pembahasan Komisi - komisi dengan mitra kerja;
 
Laporan Ketua Komisi - komisi kepada Badan Anggaran;
 

Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi
 
Lampung;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

b.	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II 

Laporan Badan Anggaran; 

Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD; 

Penetapan Raperda APBD Perubahan TA. 2016; 

Sambutan Gubernur Lampung. 

2.5 Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2017 

2.5.1 KUA dan PPAS RAPBD TA. 2017 

a.	 Rapat ParipumaPembicaraan Tingkat I 

Penyampaian-KUA dan PPAS- RAPBD-TA. 2017; 

Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim AnggarlUJ Pemerintah
 
(Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

b. Rapat Paripurna Pernbicaraan TingkatII 

•	 Laporan Badan Anggaran; 

Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (Moll); 

Pembacaan konsep Sural Keputusan DPRD; 

Sambutan Gubemur Lampung. 

2.5.2 RaperdaAPBDTA2017. 

a.	 Rapal Paripurna Pembicaraan Tingkat I 

Penyampaian Raperda APOO TA. 2017; 

Pemandangan Umum Fraksi - fraksi;
 

Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi - fraksi;
 

Pembahasan Komisi - komisi dengan mitrakerja;
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Laporan Ketua Komisi - komisi kepada Badan Anggaran;
 

Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim AnggaranPemerintahProvinsi
 
Lampung;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.
 

b.	 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 

Laporan Badan Anggaran; 
Pembacaankonsep Surat Keputusan DPRD; 

Penetapan Raperda APBD TA. 2017; 

Sambutan Gubemur Lampung. 

m. BIDANG PENGAWASAN 

3.1 Pengawasan Bidang Penyusunan Peraturan Daerah 

a.	 Evaluasi pelaksanaan Perda - Perda Pemerintah Provinsi Lampung dan 
penyelesaian Raperda - raperda Luncuran. 

3.2 Pengawasan PerdaIPergub 

a.	 Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan 
Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif; 

b.	 Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan 
pembangunan daerah; 

c.	 Peninjauan ke Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung dalam rangka 
pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir 
masa j abatan; 

d.	 Peninjauan ke KabupatenfKota se - Provinsi Lampung dalam rangka 
pelaksanaan/evaluasi APBD'Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; 

e.	 Peninjauan Ire KabupatenfI(ota se .~ Provinsi Lampug dalam rangka 
Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Aggaran 2016. 

3.3 Peogawasao Bidaog Umum 

a.	 Peniajauan dan pengawasan tentang ~iapandazl.pelaksanan,mudik.lebaran; 

b.	 Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan peIaksanaan natal dan tahun 
bam; 

c.	 Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se - Provinsi Lampung Tahun 2016; 

d.	 Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset-asset daerah 
Provinsi Lampung, 

3.4 Peogawasan Bidaog Kerjasama Ioternasional/Daerab 
a.	 Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi. 
b.	 Persetujuan terhadap rencana kerja sarna dengan Daerah lain atau dengan 

l'ihak ketiga yang mem.bebani masyarakat dandaerah. 

3.5 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerab (LKPJ) Tahun 2015 

a.	 Rapat Paripuma PembicaraanTingkat I 

P.enyampaian Laporan P.ertanggungjawaban K..epala Da.erah (LKPJ) Tahun 
2015;
 

Pemandangan umum Fraksi - fraksi;
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Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi;
 

Pembahasan Komisi - komilii dengan mitra keIja;
 

Laporan Ketua Komisi - komisi kepada Badan Anggaran;
 

Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi 
Lampung;
 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi - fraksi.
 

b.	 RapatParipuma Pembicaraan Tingkat II 

Laporan Badan Anggaran; 

Pendapat Fraksi - fraksi; 

Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD; 

Penetapan Laporan; 

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2015; 

Sambutan Gubemur Lampung. 

IV.	 PIMPINAN DEWAN 

4.1.	 Rapat Pimpinan DPRD; 

4.2.	 Rapat evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; 

4.3.	 Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Fraksi - fraksi, apabila diperlukan; 

Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi 
Lampung.dan dengan Gubemur Lampung (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD-P; 

4.5	 Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) 
Kabupaten/Kota se - PrevinsiLampung; 

4.6	 Kunjungan ke Pimpinan Mass Media; 

4.7	 Evaluasi kinerja dan PublicReport setiap Triwulan. 

V. LAIN - LAIN 

5.1.	 Pokok - Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi 
Lampung; 

5.2.	 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan; 
5.3.	 Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi - Komisi dan Pimpinan Fraksi

fraksi:, 
5A.	 Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerimah Daerah lain 

se- Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD; 

5.5.	 Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang 
dilakukan; 

5.6.	 Rapat Kerja Pimpinan DPRD bersama Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia di forum 
Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI); 

5.7.	 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu 
(disesuaikan dengan kebutuhanlusulan); 

5.8.	 RapatParipurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung; 

5.9.	 Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI; 

5.10.	 Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah aktuaI dan umum lainnya; 

5.11.	 Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar Daerah; 

5.12.	 Kunjungan kerja Komisi - komisi ke luar Daerah; 

5.13. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi	 Lampung dalam rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah; 

5.14.	 Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi; 
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5. IS. Pengangkatan tenaga AhIi pada AKD dan fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung; 

5.16. Rapat - rapat intern dengan tenaga Ahli / Triwulan; 

5.17. Rapat-rapat Tenaga Ahli bersarna sekwan danlatau AKD DPRD Provinsi Lampung; 

5.18.	 Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalarn rangka peningkatan kompetensi dan 
peningkatan sumber Daya Manusia (8DM);. 

5.19. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015;	 dan Penyusunan 
Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Taboo 2016; 

5.20. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-rnasing 
Komisi DPRD Provinsi Lampung. 

Bandar Lampung, 19 April 2016 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

KETUA 



lABEL PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERlt/AKILAN RAKYAT 
D.lERAH PROVINSI LANJPUNGMASA PERSIDANGAN TAHUN 2!!16 

JADWAL PELAKSAIlAAN 
TRtNUtAN u

NO. JENIS KEGIATAN 

:2 

TRIWOlANl 
JAN I FEB i MAR 

112~3141112~314~ 
AP 

!I!1~14 
6 

MEl 
f]2!3J:l 

7 

BULA/il pArjA TAHllN 2018 
TRiWULAtlIII 

JUN I JiL I AGST I SePT I OKT 

112~P111121314P~1121314 
8 9J 10 1 12 

TRlWULANIV 
NOV I liES 

1 2 3 4p...1;i 4 
13 14 

2 

I IBIDANGPENYUSU..AN PERATURAN DAERAH 

1 Penyampaian. pembebaeen dan penyelesatan 
Raperda ProvinsiLaIllPung minimalsebanysk 18 Perde. 
(Usullni8iatifsebanyqk12 Perds. 
UsulPemprovLpg SElbanyak 6 Perda). 

2 IPembentukan Panh Kerja dalam rangka 
menanaani rnasalah aktua & rnendesak 

13 IPembentukan PanttiaKeria dan atauKomi$i-komisi 
untukmembahasRaperdayang disampaikan 
Pemerintah Daerah Prov. Lampung dan usul inisiatif 
DPRDProvo Lampung (disesuaikanl. 

14 IPembahasan Rancangan PeraturanDaerat; 
Non APBD; (dIoesuail<an) 
- RapatParipuma P8tnbicsf&an TJ!?9kat , 
~ RaDat PariDumaP8fTlbicaraan Trnkat fJ 

II IBIDANG ANGGARA,'\I 

Pembahasan Keterangan Pertanggungj~ban 

Kopala D..rah TA. 2015 
akhirmasaiabatan KepalaOaerah) 

- RapstParipumii"fii,mbicaraan TJl?flkat 1 
- RaD8t Paripuma P«nbicar8an TlnQkBt 11 

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban 
.. .. asn APBD TA2015 

- 'u"pet .... a,'pur"." r ambicaraan Tingkat f 
- Ra Pari 8 P6ll7lbicBf88ll Tn at II 

3 Penyampaian Lapomn Realisasi Semester _ 
(pertama) pe!aksana.n APBD TA 2016 
- RapelParipUmsPembicaraan TinakBt I 
- Rapsl ParipUm8 P9.mbicaraan Tin(Jkst II 

( (
 



1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 

4.2. RAPERDA PERUBA/iAN APBD TA. 2016 

~ ~ - Ra/>St ParioumaPambicaraan 7ingkatI 
- Ra/>St ParioumaPambicaraan 7inakat/I 

5 PemblhasanRancangan PerdaAPSD 
TA. 2017 

5.1. KUAdanPPAS I 

- RBD8t Paripuma DPRD Provinsi LBfTJpUf)Q S- Raaat PsriOum8 DPRD Provinsi LSmDUllQ 

5.2. RAPERDA APBD TA. 2017 
- RBPat Paripuma Pembicaraan Tinakat I , 
- RaDBt PariDlJmS Pembicaraan 1iookst II 

I 
I 

IU BIDANG PENGAWASAN 
1 PENGAWASAN BIDANG PENYUSUNAN PERAT\JRAN DAERAH 
1.1. Evaluasi peeksenaan Perda-Perda 

Pemerintah Provinsi Lamcuno. • , 
2 PENGAWASAN PERDAIPERGUB 
2.1. Pengawasan terhadap Laporan Trwulanan, 

pelaksanaan pembangunan danpemerintah !an van. disampaikan,oleh Pihak eksekutif. 

2.2. Melakukan pengawasan terhadap per- I
tanggungjawaban keuangan daereh dan 
loembanaunan daerab. 

2.3. Peninjauan ke KabupatenlKota se-Provinsi 
Lampung deism ran~ pembahasan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
K""ala Daerah Tahuo An••aran 2015. 

2.4. Peninjauan ke KabupatenJKota se-Provinsi 
Lampung dalsm r8n~ pelaksanaanl . 
evaluasi APBDPro";nsi Lampung Tahun . 
Ancaaran 2016. 

2.5. Penlnjauan ke KabupatenJKo1a se-Provinsi 
Lampung dalam ran~ pembah868n dan , 
loerrsusunan Perubahan RAPBD Pres. La.....n. TA 2016. , 

3 PENGAWASAN BIDIING UMUM 
3.1. Peninjauan dan penQBW3S8n tentang 

loersiapan dan pe/skaionaanmudik labaran. 

( (
 



1413121110987654 

3.2.IPeninjausndan penQawasan tentang 
persiapan dan pelalcunaan natal dan 
tahun baru. 

3.3.IPenaawaSBntfHhadBp oenenm88fl CPNS. 
ins; Lamouna...Talwn 2016. 

4 IPENGAWASAN BIDANG KERJASAMA 
INTERNASIDNALJDAERAH 

4.1.IPersetLJjuan ke~asarria internasionalyang 
dilakukan olehpemerjntah daereh Dfovinsi. 

w Rapat PsripurnaP6mbiceraan TingkatI 
- RaperParipUrna Pembicsraan Tingk8t II 

IV IPIMPINAN DEWAN 

RapatPimPinan OP 

4.2.IPersetujuan terhadaJ,i rencana kerjasame 
dangen daerahlainatau dangen pihak lcetiQa 

mJmembebeni masyarakatdan daerah. 

2 

3 IRapBt Koordnasi dangan pimpinan 
Frakst--Fraksi. apabiladioerlukan. 

14 ISilaturahmi denganFCrum Koordinasi 
Pimpinen Daerah (FoIt.orpimda) Provinsi 
Lampung; dan dengqnGubemuf Lampung; 
'Silaturahmi, Konsult$Bi, APBD. LKPJ dan ~BD.p 

12 IRapatevaluasi keqa dengan pimpina" 
Alat KelenakaDan Dewan 

13.5. ILaporan-PeftanggunljawabanKepala Daersh 
Tahun 2015 

13.4.)Peninjauan, pengawasan dan evaluasi eerta 
inventarisasi B9$st.-assst daerah Provinsi 
Lempun 

5 ISiiaturahmidengan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah(F(j;orpimda) 
KabuoatenfKota se-Provinsi Lampuny. 

6 Kun'un an ke 'm 'rian Mass Media. 

7 Evaluasi kine~a dan /lubfic report setiap 
Triwulan. 

( (
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V ILAlN-LAlN 

Poko\(..pokok pikiranDPRD Provo [ampung 
,ada MusrenbanaProvinsi Lamoun 

2 IRaoat-raPllt A1at Keleilakaoari Dewan 

,3 IRapalPimpinanOewan ctengan Pimpinan 
Komisi-Komisi'dan Pimpinan FrakS--Fraksi. 

4 IRapat Konoult8si denilan Instansi 
Pemerintah Pusatrneepvn pemerinbth 
Daerah lain 88-lndonesia tentang tugE18 

'kdan fungsiOPRO 

5 IRapatdengarpendap dangen BUMNdan 
SUMO terhadaD kebiiakan vana diakukan. 

6 IRapatParipuma Istimewa Pelantikan 
anggota OPRD pergqntianantar waktu. 
disesuaikan denosn kebutuhan/usulan•. 

7 IRapatParipurnalstimewa penngatanHan 
Jadi Provinsi Lemeu 

8 IRapat ParipumatstirrieWa peringatanHan 
UlanD Tahun Kemerctekaan RI. 

9 IRapatKerja Pimpinari DPRD bersama dengen Pimpnan 
DPRDseluruh Indonesiadi Forum ADPSI. 

10 IPeninjauan dan peftEimuan khususatas 
meselah-meselah akt1Jal dan umum tBinnya. 

11 IKunjungan ke~a AAggota DPRO ke luar 
daerah. 

12 IKunjungan kerjaKomist-komisi ke Juar 
daerah. 

13 IPeninjauan ke KabupatenIKota se-Provinsi 
Lampung dalamranQka pelaksanaan 
Otonomi Daerah. 

14 lReses mengunjungll)aerah-Pemilihan 
untuk menverap aspj•. 

15 IRapal-rapat Tenaga ~hli bersame Sekwan/AKD. 
DPRD ProvinBiLam~ng 

"3 4 "5 

(
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16 rRapat-rapat in1ern denganTenage J1Ihti setiap 
Triwulan 

17 IMengikuti Bimbingan Teknit (Bimte~ dalann 
rangka pen\ngkatan kompetensi dan peningkatan 
Sumber Dava Manusia (80M), 

18 rEvaluaai Rencene Kerja DPRD Provtnsi La,,"pung 
Tahun 2016; dan PeI')'usunan Rename Karja 
DPRD ProvinS:i LampUno Tahun 2017. 

19 IPembentukan lKeiompok Kerja pada masing - masing 
KomisiOPROProvinsilamDuna. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 

DEWAN PERWAKlI.AN RAKYAr OAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

KelJa, 

- ~. 
Hi. 0801 AFRIZAL, S. Kep. 

( ( 


